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bahwa dalam .rangka membenkan kesempaian kepada peserta didik lulusan Sekclagh
Menengah Pertama (SMP] untuk melgjuikan dan melengkapi kompetensi melalui
Fendidikan dan Pelatihan vang diselenggarakan sebagal bekal keahiian uniuk bekera atay
menciplakan lapangan kerja bagi dirinya dan untuk memudahkan akses pendidian
kejuruan pada masyarakal dan pemusatan pendidikan | sera mengakomodasi Sumber
Daya Mausia (SDM) yang memiiki kompetensi maka peningkaian pelayanan dan daya
‘2mpung Sekolah Menengah Kejuruan (SME] lerus diupayakan:

bahwa dengan kewenzngan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan perlu membuka
dan menegerikan Sekolah Manengah Kejuruan { SMK);

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud datam hurf a dan b di atas
perlu ditefzpkan dengan Keputusan Bu pali Sumbawa,

- Undang-Undang Mamor 89 Tahun 1958 ten lang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I

dalam Wilayah Daerah—daerah Tingkal | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Tirmur;

Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sisiem Pendidikan Nasional:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahian Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeriniah
Pusat dan Pemerintahan Daarah:

Peraturan Pemerintah Nemor 6 Tahun 1588 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daarah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tanun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimar 3 telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomar 55 Tahun 1998;

Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 1880 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerin tah Nomor 56 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara  Pemerintah,  Pemerintsh Daerah  Propinsi  dan Pemerinlahan  Daerah
Kabupaten®ota:
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11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimna telah dishah dengan Keputusan Presiden
Momor 72 Tahun 2004;

12, Peraturan Daerah Kabupalen Sumbawa Momor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Fengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2008 lentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan .
KESATU Membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini:
KEDLIA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan,
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Ju1i 2008
L
TEMBUSAN :
1. Yih, Menteri Pendidikan Nasional Rl di Jakarta;
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¥th. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarla;
Y1h. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarla:

Yth. Direkiur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakaris

i, Direktur Pendidikan Lanjulan Pertama Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

¥ih Direktur Pendidikan Menengah Umum Dikdasmen Depdiknas di Jakarta:

Tih. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;

ih. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

¥th. Keluza Dewan Perwakian Rakyal Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Malaram:

Yih. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Sumbawa di Sumbawa Besar,

Yih. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

¥th. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Petztihan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar,

- Yih. Kepala Inspekiorat Kabupaten Sumbawa di Sumbaws Besar,

¥ih. Kepals Dinas Pendapatan, Keuangan dan Ased Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
Yth, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
Sekolah yang bersangkutan untuk makium seperiunya;



